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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemanfaatan aplikasi E-Salam dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi E-Salam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara daring, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan PAD. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah, serta kurang optimalnya sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya sosialisasi, penguatan infrastruktur teknologi, serta pengembangan sistem pelayanan digital agar pemanfaatan aplikasi E-Salam dapat berjalan lebih optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Kendaraan Bermotor, E-Salam, Pendapatan Asli Daerah.
ABSTRACT
This study aims to examine the implementation of motor vehicle tax collection policies through the E-Salam application in supporting the increase of Regional Original Revenue (PAD) in Lampung Province. The research employs a qualitative approach using observation, in-depth interviews, documentation, and literature review as data collection techniques. The findings indicate that the use of the E-Salam application provides practical and efficient access for taxpayers to pay motor vehicle taxes online, which contributes to improving public service efficiency and increasing regional revenue. However, several obstacles remain, including limited digital literacy among the public, uneven internet infrastructure, and insufficient dissemination of information regarding the application. Therefore, strengthening socialization efforts, improving technological infrastructure, and enhancing digital service systems are necessary to optimize the utilization of the E-Salam application and to improve taxpayer compliance as well as regional tax revenues.
Keywords: Policy Implementation, Motor Vehicle Tax, E-Salam, Regional Original Revenue.
Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, kemampuan daerah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Darmi, 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dimana salah satu komponennya berasal dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah dalam memperoleh sumber pendanaan yang berkelanjutan (Barbera et al., 2017). Di antara berbagai jenis pajak daerah, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang utama terhadap penerimaan PAD di tingkat provinsi. Tingginya jumlah kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan setiap tahun menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai potensi penerimaan daerah yang sangat besar. Namun demikian, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Khoiriyah, 2020). 
Rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses pelayanan, jarak lokasi kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang relatif jauh bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembayaran pajak. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang seharusnya dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan daerah (Paramita, 2024). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah berupaya melakukan inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi sistem administrasi perpajakan. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah penerapan aplikasi E-Salam, yaitu sistem layanan elektronik yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara daring. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpajakan, serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Sigurjonsson et al., 2024). 
Meskipun implementasi aplikasi E-Salam telah memberikan alternatif layanan yang lebih praktis dan efisien, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapannya. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain masih terbatasnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai penggunaan aplikasi tersebut, kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur teknologi terutama pada wilayah yang memiliki kualitas jaringan internet yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi pelayanan perpajakan masih memerlukan evaluasi secara menyeluruh agar tujuan peningkatan penerimaan pajak daerah dapat tercapai secara optimal (Aryansah et al., 2023).
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi aplikasi E-Salam sebagai inovasi pelayanan publik dalam mendukung optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan publik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan tersebut, termasuk aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas implementasi aplikasi E-Salam dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.


Tinjauan Pustaka
Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disahkan. Pada tahap ini, keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diterjemahkan ke dalam berbagai tindakan operasional yang bertujuan untuk mencapai sasaran kebijakan (Singh et al., 2020). Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga mencakup proses koordinasi antar lembaga, penyediaan sumber daya, serta mekanisme pengawasan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif (Steinebach, 2022). Menurut pandangan (Riswandi, 2020), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat variabel ini menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara konsisten dan mampu menghasilkan dampak yang diharapkan. Apabila salah satu faktor tidak berjalan secara optimal, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi mengalami hambatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Komunikasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan proses penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada para pelaksana maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran (Vries, 2020). Informasi yang disampaikan harus jelas, konsisten, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan komunikasi yang efektif, pelaksana kebijakan akan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan serta mekanisme pelaksanaan program. Selain komunikasi, ketersediaan sumber daya juga menjadi unsur penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta teknologi yang mendukung pelaksanaan program. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik sekalipun akan sulit dilaksanakan secara optimal (Chapman et al., 2021).
Faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan. Sikap ini mencerminkan komitmen, integritas, serta kesediaan aparatur untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wang et al., 2021). Aparatur yang memiliki pemahaman dan komitmen tinggi terhadap tujuan kebijakan akan lebih mampu menjalankan program secara efektif. Selain itu, struktur birokrasi juga berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, serta adanya prosedur operasional standar akan mempermudah koordinasi antar unit kerja dalam melaksanakan kebijakan. Dengan struktur birokrasi yang tertata dengan baik, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih sistematis dan terarah (Hassan et al., 2023).
Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung penerimaan keuangan pemerintah daerah. Pajak ini dikenakan kepada individu atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor sebagai objek pajak. Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi sumber pendapatan yang strategis bagi daerah dalam membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik (Ariyanti & Yasin, 2024).
Dalam praktiknya, pengelolaan pajak kendaraan bermotor melibatkan beberapa institusi yang bekerja secara terpadu, seperti pemerintah daerah, kepolisian, serta lembaga terkait lainnya yang tergabung dalam sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Melalui sistem ini, proses administrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan pengesahan dokumen kendaraan dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hartanto & Sugiharti, 2019). Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga pada efektivitas sistem pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Kemudahan akses layanan, transparansi administrasi, serta inovasi teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Makhmudi, 2025).
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang diperoleh daerah dari potensi ekonomi yang dimiliki wilayahnya sendiri. PAD berperan sebagai indikator kemandirian fiskal daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi otonomi secara mandiri (Yasin, 2019).
Sumber PAD umumnya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai penerimaan sah lainnya. Di antara berbagai sumber tersebut, pajak daerah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah (Isyandi, 2021). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan pemungutan pajak guna meningkatkan penerimaan daerah. Upaya peningkatan PAD tidak hanya dilakukan melalui intensifikasi pemungutan pajak, tetapi juga melalui inovasi pelayanan yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan efisiensi administrasi serta memperluas akses pelayanan bagi masyarakat (Usmany, 2022). 
Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Elektronik (E-Salam)
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis digital, termasuk dalam bidang administrasi perpajakan daerah. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik, seperti aplikasi E-Salam (Al -Muttaqin & Nugroho, 2025). Aplikasi E-Salam merupakan sistem layanan digital yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Melalui sistem ini, proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien karena dapat dilakukan melalui berbagai platform pembayaran elektronik (Khoiriyah, 2020).
Implementasi aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sistem pembayaran elektronik juga dapat meningkatkan transparansi administrasi, mengurangi antrean pelayanan, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pencatatan data. Meskipun demikian, keberhasilan penerapan sistem pembayaran pajak berbasis elektronik tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat literasi digital masyarakat, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Ekawati & Setiawati, 2020).
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Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi E-Salam dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif melalui interpretasi terhadap pengalaman, perilaku, serta persepsi para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman kontekstual mengenai dinamika implementasi kebijakan di lapangan, termasuk faktor pendukung maupun hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaannya (Waruwu, 2024).
Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui kegiatan observasi di lapangan serta wawancara dengan informan yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat struktural pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, seperti Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah I, Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan, Kepala Sub Bidang Pajak I, serta 10 wajib pajak sebagai pengguna layanan.
Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor berbasis aplikasi E-Salam. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih detail mengenai pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Selain itu, studi pustaka dimanfaatkan untuk memperkuat landasan teori melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan berbagai data pendukung seperti arsip, laporan pelaksanaan kegiatan, dan dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan tersebut (Firman, 2018).
Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta dokumen pendukung yang tersedia. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahapan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna yang muncul dari data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi E-Salam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung.
Hasil dan Pembahasan
Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Salam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung
Penelitian ini dilaksanakan setelah proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Lampung melalui pemanfaatan aplikasi E-Salam. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung dengan melibatkan sejumlah informan kunci, yaitu Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah I, Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Penerimaan, Kepala Sub Bidang Pajak I, serta sepuluh orang wajib pajak sebagai pengguna layanan.
Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi besar terhadap pembiayaan berbagai program pembangunan di daerah. Penerimaan pajak tersebut menjadi sumber pendanaan bagi berbagai program pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah, Bapenda Provinsi Lampung melakukan inovasi pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Inovasi tersebut diwujudkan dalam bentuk aplikasi digital E-Salam yang dapat diakses masyarakat melalui perangkat telepon pintar. Aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengesahan STNK, serta memperoleh berbagai layanan administrasi perpajakan secara daring.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bapenda, pengembangan aplikasi E-Salam dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kondisi masyarakat. Selain mempercepat proses administrasi, sistem digital ini juga bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke kantor Samsat, sehingga pelayanan perpajakan dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan praktis.
Hasil wawancara dengan para wajib pajak menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi E-Salam memberikan manfaat nyata dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masyarakat menilai layanan tersebut mampu menghemat waktu, mengurangi antrean di kantor pelayanan, serta mempermudah proses administrasi. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pemungutan PKB melalui aplikasi E-Salam dinilai telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung.
Aspek-Aspek yang Menghambat Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Salam Dalam Meningkatkan Pendpatan Asli Daerah Provinsi Lampung
Pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemanfaatan aplikasi E-Salam di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung secara umum telah terlaksana dengan cukup efektif. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi implementasinya. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah masih terbatasnya pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai inovasi layanan perpajakan digital yang dikembangkan oleh pemerintah. Sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan aplikasi tersebut, sementara sebagian lainnya mengalami keterbatasan dalam penggunaan teknologi seperti smartphone, sehingga tetap memilih melakukan pembayaran pajak secara langsung di kantor pelayanan.
Selain faktor literasi digital, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah juga menjadi tantangan dalam optimalisasi penggunaan aplikasi E-Salam. Banyak wajib pajak yang cenderung menunda pembayaran hingga adanya program pemutihan pajak. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang belum merata di beberapa wilayah, turut memengaruhi efektivitas pemanfaatan layanan pembayaran pajak secara daring. Meskipun demikian, keberadaan aplikasi ini dinilai mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki akses teknologi karena proses pembayaran dapat dilakukan lebih praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah serta beberapa wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam implementasi aplikasi E-Salam meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses jaringan internet, serta minimnya sosialisasi mengenai inovasi layanan perpajakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, pengembangan sistem layanan, serta dukungan infrastruktur teknologi agar pemanfaatan aplikasi E-Salam dapat lebih optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung.
Kesimpulan
Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi E-Salam di Provinsi Lampung telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempermudah proses pembayaran pajak secara daring dan meningkatkan efisiensi layanan. Berdasarkan perspektif teori implementasi George C. Edwards III, pelaksanaan kebijakan didukung oleh sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, meskipun aspek komunikasi masih menjadi kendala. Hambatan utama berkaitan dengan keterbatasan sosialisasi, rendahnya literasi digital, serta akses internet yang belum merata, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, penyediaan panduan penggunaan aplikasi, dan penguatan infrastruktur teknologi.
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